PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 71 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

ienimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
123/KPTS/BPAKD/2015 Tahun 2015 twntang Alckasi Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Partai Politik Pada
APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2015, perlu
dilakukan pergescran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015 untuk

Mengingat

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 1)6 TAHUN 2015

TENTANG

BEL2NJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2015.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

disesuaikan;

b. bahwa dalam rangka memenuhi ha! pada huruf (a) di atas, perlu
dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Ogan Komering
Ulu Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentar.g Penjabaran APBD Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2015, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 27

Tahun 2015;

¢ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a)
dan (b) di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Ogan Komering Ulu Timur.

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Iadonesia Tahun 1994 Nomor 62
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 44, Tambahan Lembwrart Negarz Republik Indonesia

Nomor 3688);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Republik Indonesia yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negarz Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20063
Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4287),

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indoresia Tahun 2003 Nomor 15%,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347),

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara Repubiik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembarar Negara
Republik Inaonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2G09 Nomor 28);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2611 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Urdang Nomor 9 Tahun 2€15 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tchun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahar
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

/
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintati Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomaor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik ".donesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republix indonesia Nomor 45 75);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negard Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5165); '

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana

terakhir diubah dengan Peraturan Mexteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang' Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah; ‘

24. Peraturan Daerah,{
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Xomering Ulu Timur Nomor 37
Tahun 2007 Tentang Pembentukan Crganisasi dan Tata Kerja Dinas-
Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komerin g Ulu Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 37);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38
Tahun 2007 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lemba et
Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ul Timur Tahun 2007 Nomor 38);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 2
Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaria:
Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2012 Nomor 2);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor §
Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2014

-

Nomor 8).

MEMUTUSKAN

.enetapkan : PERATURAN BUPAT! OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI OGAN
KOMERING ULU TIMUR NOMOR 7! TAHUN 2014 TENTANG
PENJABARAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2015.

Pasal 1

lietentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 71 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupatan Ogan Komering Ulu Timur
+ahun Anggaran 2015 dirubah sebagai berikut :

i. Lampiran II kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.4.3.5.01 Bantuan Keuangan Dari Provinsi
diadakan penambahan menjadi '

- Bantuan Keuangan Untuk Penyuluh Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan v :Rp. 391.200.000,00

2. Lampiran II. ‘;/

¥
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2. Lampiran II kode rekening 1.21.1.21.01.19 Belaria Penyediaan Jasa Péndukung
Administrasi/Teknis Perkantoran diadakan penambahan menjadi :
- Insentif Uang Kerja Bimbingan (UKB) Penyuluh Pertanian

Perikanan dan Kehutanan *Rp. 391.200.000.00

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkar..

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pen

guncangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan

Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
padatanggal 8 U 2015
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

Diundangkan di Martapura

pada Tanggal 4 /miu 2015.
SEKRETARIS DAERAH,

KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR L ‘f/

H. IDHAMTO

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOME‘RIN G ULU TIMUR
TAHUN 2015 NOMOR ¢



